PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR %0 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS!I
SERTA TATA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN

Meﬁimbang :

Mengingat :

a.

KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten

Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah, perlu diatur lebih lanjut mengenai Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Ketenagakerjaan dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan
Bupati;

- bahwa berdasarkan pertimbangen dimaksud pada bhuruf a, maka

perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat.

- Undang — Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam Lingkungan Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 58);
. Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

- Undang -~ Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuvangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

- Undang — Undang Nowmor 39 Tahun 2004 tentang Penernpatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

- Undang ~ Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang — Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234y .

- Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Necgara Republik Indonesia Talhun 2014
Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3899);



Mé netapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya denzan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

. atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admninistrasi

. Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindaban

* Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat deri- wilayah Kodya

10,

11.

12,

13.

Dati 1I Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati II
Langkat (Lembaran- Negara Republik Indonesia Tahun 1982

Nomor 9);

Peraturan Pemerintalh Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan
batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah
Tingkat Il Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat I Deli Serdang
(Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara RI No 3323);

Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547,
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksangan

Pengawasan terhadap  Penyelenggaraan Penempatan  dan
Perlndungan Tenaga Kerja;

Peraturan  Daerah  Kabupaten Langkat Nomor &

ten
Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran  Daerah Kabm&ﬁ
Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI LANGKAT TENTANG KEDUD
UKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS

KETENAGAKERJAAN KABUPATEN LANGKAT -



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah.

Bupati adalah Bupati Langkat.
" Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
- Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat.
UPTD merupakan Unsusr Pelaksana Teknis Dinas Ketenagakerjaan yang mempunyai

- wilayah kerja satu Kecamatan dalam Kabupaten dan dipimpin oleh seorang Kepala
- UPTD yang berada diwilayah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

' Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsionnl padaDinas

- Ketenaga Kerjaan Kabupaten Langkat.

10. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Dinas KetenagaKerjaan

- Kabupaten Langkat.

11. Renja adalah Rencana KinerjaDinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Langkat.

{2. Lakip adalah Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi PemerintahDinas Ketenaga

Kerjaan Kabupaten Langkat.
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BABII
KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

') Dinas Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana Urnsan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah. pe : Pem-' menjad:

(2) Dinas Ketenagakerjaan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh kepala

dinas Daerah yang berkedudukan di b A .
melahui Sekretaris Dacral 1 bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

(3) Dinas Ketenagakerjaan dimaksud pada ayat (1) mem
membantu Bupati melaksanakan 1rucan Pemerintahan

~(4) Dalam melaksanakan tugp ji aimana dimaksud

~ Dinas Ke&m%ﬁmt;ﬁyﬂgzmﬁ;ﬁa? ¢ : e )
& Perumusan kebijakan teknis bidang Ketenagakerjaan;

b.  Pelaksanaan kebijakan bidang Ketenagakerjaan,

¢ Pelaksanaan evaluasi dan bidang Ketenagakerjaan;

d Pelaksanaan administrasi Dinas Ketenagakerjaan; dan

€. Pelaksanaan fungsi

lain diberikan i i
Aoy yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan



BAB I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal3

(1) Dinas Ketenagakerjaan terdirt dari:

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas;

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

* Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
Kelompok Jabatan Fungsional.

@rho Ao op

(2) Sckretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;

(3) Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas sebagaimapa dimaksud dalam ayat (1)
huruf ¢, membawahi;
- a. Seksi Kelembagaan Pelatthan ;
© b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
¢. Secksi Peningkatan dan Analisis Produktivitas.

(4) ‘Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf d, membawahi:
a. Sekst Penempatan Tenaga Kerja;
~ b. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri ;
¢. - Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

. (3) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja schagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf e, membawahi:
" . Seksi Persyaratan Kerja ;
b. Seksi Pengupahan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
¢. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

Pasal 4

(1) ‘Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin olehseorang

Sckretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di .
kepada Kepala Dinas. gasnya berada dibawah dan bertanggungjawab

| (2) -.Bida_mg-bida‘ng scpa_gaimana dimaksud datam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakm-;

tugasnya bherada di 3 ;
S fkre t;!n ) thawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melaluj

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian yang dalam melaksanakan ¢ berada bertanggun
| jawab kepada Sekretaris. e ibaval dan y

{4) EE:-(:;‘ a,scI?afz;i'm:ma. dir;la;csud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
1 % > SAIpumpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tu ’
bgrada dibawah dan bertanggung Jjawab kepada Kepala Bidang, s



Pasal 5

.Bagan Susunan Organisasi dimaksud dalam Pasal .3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), z'ayat “)
dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak

ierpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

BagianPertama
KepalaDinas

Pasal 6

Kepala Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok memi{npin, mcngoordmamkan,
mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas .Pcmermtah Kabupaten_ d1b1dang
Ketenagakerjaan serta tugas-tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati melalui

Sekretans Daerah.

Pasal 7

Ulntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas
. mempurntyai tugas :

a. Pengkoordinasian, merumuskan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan
berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan scbagai
pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Penyusun rencana dan program kerja Dinas;

c. Pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan
yang berlaku;

d. Pembina bawahan dalam mencapai program dinas dengan member petunjuk

- pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan yang

. diinginkan dengan ketentuan yang berlaku;

" ¢ Pengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan
rencana dan realisasi scbagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikut;

f. Penilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja hasil yang dicapai,

. ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- & Pelaksanaan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan;

h. pteal:a];sm pelayanan umum, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh
a .

i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugac kepada Pupati melalui Sckretaris Dacrah scsuai
ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

BagianKedua
Sekretariat

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tu i j
d'xbldang Kesekretariatan yang meliputi unsur wmnum, pengelolaan Kepega:fqaian,

| ]\cuangarf,_ dan Perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada
Kepala Dinas dan seluruh satuan Organisasi di lingkungan Dinas; o+



Pasal 9 |

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris
mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
b. Membuat rencana kegiatan pada dinas berdasarkan kebijakan di bidang
. ketenagakerjaan;
¢. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing bagian; ‘
'd. Mengkoordinasikan para kepala bidang akan rencana kegiatan di masing-masing
bidang menjadi kegiatan dinas, . .
e: Merumuskan kebijakan di bidang penyusunan rencana program onformasi, evaluasi,
* pelaporan ketenagakerjaan; :
f. Melaksanakan urusan tangga dan urusan perlengkapen dengan meneliti daftar
" rencana tahunan, barang unit gar sesuai dengan anggaran yang tersedia dan
mengawasi pengeluaran barang guna memenuhi kebuiuhan materil, mengadakan
pengawasan terhiadap kekayaan umum dinas; .
g. Melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, uangan dan programDinas
Ketenaga Kerjaan;
f. Menyusun langkah kegiatan dalam rangka menjega kebersihan, keamanan dan
ketertiban di lingkungan kerja;
g. Melaksanakan kegiatan pengawasan operasional terhadap program rutin dan
' pembangunan;
-h. Mengkoordinasikan kepada sub bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
. mendukung;
i. Membimbing/memberi petunjuk kepada kepala sub bagian dan bawahan
berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
J-  Menilat hasil kerja bawahan denagan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja
untuk pembinaan karier;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas.

-

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b Sub Bagian Keuangan Dan Penyusun Program,

Pasal 11

(1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan se

Kesekretariatan meliputi  k wai ian tl;l‘gas
ketenagalerjaan, Pﬁlmgkupmelgcegguyag&’naag%%%tg% kcndmlmahmtanggam] an: =t

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagai : . .
o Kepegawaian dan ar]um mcng]punyai tglilgu;isana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

4. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian U dan Kepegawaias
b. Menyusun formasi dan i mumasarkanK jakan ki idang
: l;&ctenagakeljaan; perencanaan pegawai berd kebij dibi
¢. Memberikan petunjuk kepada bawahan laksanaan tugas berj sesuai
- d. g?ngalgl pg;l;nlnin dan bl;ctentuan yang berlalz(lf?r B begalan
. Meni 1l kerja bawahan d j itori i i
l;;xja oo karigl:; engan jalan memonitoring dan mengevaluasi hasil
€. Menyiapkan bahan penyusunan surat pernyataan menduduki j
Jabatan, ataan
- melaksanakan tugas, dan penyusulan penyesuaian pangkat/golongan; pem
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Mengeloia urusan surat menyurat;

 Merencanakan kebutuhan dan mengatur tenaga operasional kendaraan dan

kebersihan kantor;

Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga, barang bergerak dan tidak bergerak
sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Mencatat, menyimpan, mengelola, memelihara barang milik Negara;

Memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan memelihara gedung kantor;
Mengurus administrasi perjalanan Dinas pegawai; '

Menyiapkan bahan usulan kepangkatan, pemindahan, pemberhentian, mutasi,
kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, Askes, Taspen sesuai ketentuan yang berlaku;

. Membuat konsep usul kepangkatan, pemindahan, pemberhentian, mutasi, kenaikan

pangkat, gaji berkala penghargaan dan urusan lainnya sesmai ketentuan yang
berlaku;

Membuat dan menghimpun dan memelihara DUK;
‘Menyiapkan blangko-blangko kebutuhan dinas secara periodic;

Membuat rekapitulasi absensi kepegawaian secara periodik sesuat dengan petunjuk
untuk digunakan sebagai bahan laporan;

Menata dan menyiapkan administrasi serta berkas kepegawaian sesuai ketentuan
yang berlaku;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Sckretaris;

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data ketenagakerjaan;

Mengembangkan system informasi ketenagakerjaan;

Menyusun dan menyebarluaskan informasi media cetak dan media elektronika,
Menyiapkan usulan tentang pencalonan pemimpin kegiatan;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;. -

Pasal 12

(1) ﬁub ll?ragt;ipagfuan an dan Program mempurllyai as melaksanakan sebagian
esekre meliputi ncanaan clolaan keuangan, laporan, 1
petunjuk teknis kcuan%an; pere peng © evaluasi

(2) Untuk melaksanakan tugas di sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan
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- ketentuan yan%(

. Mel pengurusan pencairan ;
. Melaksanakan control keuagznan secarl:lian pgl"lodlk,

. Mel i
elaporkan has;ufelaksanaan tu}gas

gram mempunyai tugas:

ﬁggyum-m e}geﬂl;%a;ma kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan kebijakan dibidang
Memberi pctunjchl;ll;ciggda bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan

Menilai hasil kerja bawahan dengan j Lo RS

lﬁdexja l'lmll:karnl:'emflgiilnaar?karit;:r; engan jalan memonitoring dan mengevaluasi hasil
enyiapkan bahan dan data penyusunan nutin:

Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan 3 .

Melaksanakan Eonlrol keualligan secara pmodlkfata usaha keuangan;

M A : .
ﬁigy;les:ﬂk r‘?;enyampalkan laporun pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan

enyusun daftar usulan program kegiatan (DPA);
Menyiapkan dan melakukan revisi Do/ bglat jadi perpi ]
apk ] : erjadi perpindahan alokasi anggaran,
E:emanj uz;,n, pengurangan disampaikan kepada atasan agar segera dapat diproses

Menyampaikan DPA kepada masing-masin kepala bidzmﬁ'
Melaksanakan pengelolaa, perbendﬂg.haraan tata usaha ’euangan;

Men e : .

K/[anﬁygrligklllll;enyampam laporan pertanggungjawaban keuangan sesnai ketentuan
elaksanakan tugas kedinasan lainnia yang diberikan oleh atasan; |
egiatannya kepada Sekretaris; .

etenagakerjaan bersumber dari dana APBD dan

Rdsg .mpun usulan program



Bagian Ketiga
Bidang Pelatihan Kerja dan Preoduktivitas

Pasal 13

Bidang Pelatthan Kerja dan Produktivitas mempunyai tugas mela.ks.anakan sebagia:n tugas
Dinas Ketenagakerjaan dibidang pembinaan pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelatihan
~ Kerja dan Produktivitas mempunyai tugas :

- . . - - BK).
a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pelatlhan.Berbaslrv, Kompetensi (P ;
b.- Memverifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebartuaskan
kepada lembaga pelatihan kerja swasta; . ) )
Mgnﬁmpin peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja
swasta; _
Melaksanakan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta,
Menyebarluaskan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil; .
Mengkoordinasikan pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
Mengkoordinasikan pengukuran produktivitas tingkat kﬂbupatcn {kota;
Mengkoordinasikan pemantauan (surveilance) atingkat produktivitas;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

mER oo e

Pasal 15

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas terdid dari :
a. Scksi Kelembagaan Petatihan;
b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
¢. Seksi Peningkatan Dan Analisis Produktivitas.

Pasal 16

{1} Seksi Kelembagaan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang
pelatihan Kerja dan produktivitas;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Kelembagaan Pelatihan mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan bahan  informas; regulasi  bidang tihan akan
disebarluaskan: gl pefe T
b. Merencanakan pelaksanaan snsialisast rcguloasi bidan latihan keria k
lembaga pelatihan kerja swasta; . 8 Kepad
¢. Menganalisis kebutuhan pelatihan keria b i sumber d i
pelatihan kerja swasta; e e mEnusia lembaga
'd, Merancang kesiapan materi pelatihan kerja;
Memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga i j
! ‘ pelatihan kerja swasta;
Mengu:mpulkm) baban verifikasi informasi regulasi bidang pelatiban kerja yang
ﬁan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasts;
~Menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam memberikan iz
pelatihan kerja swasta: e lembaga
Menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan lemb i }
_ aga pelatihan kerja swasta
Menentukan pemberian tanda dafiar lembaga pelatihan kerja; -
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Pasai 17

(1) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas
" bidang Pelatihan Kerja dan produktivitas;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
" Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas :

Menyiapkan pelaksaan analisis kebutuhan pelatihan;

Menyiapkan program pelatiban;

Menyiapkan sarana dan prasarana;

Menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan;

Menyiapkan calon peserta pelatihan kerja; . _
'Membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

o pe TP
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Pasal 18

(1) Seksi Peningkatan dan Analisis Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian
 tugas bidang Pelatihan Kerja dan produktivitas;

' (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
.. - Peningkatan dan Analisis Produktivitas mempunysi tugas :

Menyiapkan promosi peningktan produktivitas;

Menyiapkan sumber dzya manusia bidang konsultansi produktivitas;
Menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
Melaksanakan pemantauan (surveilance) peningkatan produktivitas;
Menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;
Menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas;

Merencanakan pemantauan (Surveilance) tingkat produktivitas;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang diberikan oleh atasan.

& oo -
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] | BagianKeempat
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja

qua] 19

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Fese j i

. : wesempatan kerja mempunyai ty
melak_san.aka{l sebagian tugas Dinas KetenagaKerjaan dibidang pelgcmpatml: pey:;ralu;ﬁ
yang meliputi pemberdayaan partisipasi masyarakat, pemberdaya masyarakat pencari kerja.

_ Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud idang
| : dalam Pasal 19,
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja mempunyai tugas : .

a. Mfl.engkoordinasikan pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam
- pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kra serta uasan
X kesempatan kerja kepada masyarakat; > o per
- Mengkoordinasikan penyuluhan dan bimbi j
ingan jabatan dalam pela tar kerj
serta perluasan kesempatan kerja kepada nasysrakat; PRI antar ke



Mengkoordinasikan perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan
kesernpatan kerja kepada masyarakat;

. Memverifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;

Mempromosikan penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke

luar negen kepada masyarakat;

- Mengkoordinasikan pendaftaran, perekrutan dan seleksi caion TKI;
.. Mengkoordinasikan pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan

calon TKI ke luar negeri;

. Mengkoordinasikan pelayanan penandatanganan perjanijian kerja;
- Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;

Mengkoordinasikan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;

. ‘Melakukun pemberdayaan TKI purna;

‘Melakukan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)

" yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota;

m

. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja terdiri dari :

.

b.

C.

“Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
Seksi Perlindungan Tenaga Kegja Luar Negeri;
Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Pasal 22

(1} Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

@

a. Merencanakan penyiapan sumber day.
b

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas :

_ a manusia terkait pemberian informasi pasar
- kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja; P
Mengelo!a penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi
pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;

¢. Merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja

- kepada pencari kerja dan pemberi kerja;

d. Merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja dan

petugas antar kerja;

e. Merencanakan penyediaan sarana dan prasaran pemberian informasi pasar kerja,

penyuluhan dan dan bimbingan jabatan dan perontaraan kerja;

f.Membuat rencana kerja tentang } ]
perantaraan kerja dalam pelayanan kerja:
& Merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga pen:li:’atan tenaga

kerja swasta; -

b. Menyusun kesiapan sarana dan prasaranz perizinan pemberian izin lembaga

J-

fdenempatan tenaga kerja swasta;
lenyusun ren i baga i i
Swas)tzj;s cana pemantauan dan evaluasi lem penempatan tenaga kerja

Menyusun kesi sumb ; . .
MTa apan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan

k. Memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA;

Melaksanakarj tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,



N

)

Pasal 23

Scksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas :

. a. Merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait penyebarluasan informasi

syarat kerja dan meckanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
b. Menvusun kesiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat dan
. mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
¢. Memantau dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan
mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

| _ d. Merencanakan penyiapan sumbe rdaya manusia terkait pelayanan kelengkapan

)

2)

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T
. ] enaga
melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketenagakerjaan dibidang Hubungan Industrial dan

dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri;
e. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen
ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri;

f Merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan penandatanganan

_ perjanjian kerja; :

g. Menyiapkan sumber daya manusia untuk melakukan penyelesaian permasalahan
- TKI pra dan purna penempatan;

h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan TKI

pra dan purna penempatan;

i. Menyusun kebutuhan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan
~ pemulangan dan kepulangan TKI;

j. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;

k. Memantau dan mengevaluasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;

I. Menyiapkan sumber daya manusia untuk pemberdayaan TKI purna;

m. Menyiapkan sarana dan prasarana pemberdayaan TKI purna;

n. Memantau dan mengevaluasi pemberdayaan TKI purna;

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja m&mﬁunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Bidang Penem it )
R o 8 patan Tenaga Kerja dan Perluasan

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaiamana dimaksud .
Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja imempunyai mpadagas: st (1), Seksi

a. Merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jﬁbatan yang menangi

. atugas pengembangan dan perluasan kesempatan keorja kopada Ang
b. Merencanakan penyediaan sar pe r)a kop masyarakat;
ana dan prasarana pengem
kesempatan kerja kepada masyarakat: pengembangan dan perluasan

¢. Membuat arencana kerja tentang pengembangan dan pertuasan kesempatan kerja;

d Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- Bagian Kelima
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Pasal 25

Kerja mempunyai tugas



Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang meliputi Pembinaan kcpf:da Pekerja dan Pengusaha
penerapan Undang — Undang dan norma — Norma Ketenagakerjaan.

Pasal 26

Unituk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 25, Bidang Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

. a.Penyusun rencana jangka menengah dan tahunan dalam pembmaan hubungfm
* inclustrial, persyaratan kerja, kesejahferaan pekerja, pengupahan, jaminan sosial
ketenagakerjaan, kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan lndustn.al;
b.Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian rencann jangka
_menengah dan tahunan bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial
tenaga kerja, persyaratan kerja, kesejahteraanpekerja, pengupahan, Jaminan sos!al
ketenagakerjaan, kelembagasn dan penyelesaian perselisthan hubungan industrial
- serta pelaporan penerapan pengawasan norma ketenagakerjaan;
¢. Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan penerapan standart p'myelenggaraan
pembinaan hubungan industrial, persyaratankerja, kesejahteraan pektflja, pengupahan,
jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan dan penyelesaian perselisihan
‘hubungan industrial sesuai ketentuan standart yang ditetapkan;
d. Pelaksanaan koordinasi dankonsuitasi kepada dewan pengupahan kabupaten langkat
~ melalui rapat untuk menetapkan besarnya kebutuhan hidup layak (KHL) di kabupaten
langkat serta penctapan besarnya usul upah minimum kabupaten (umk) dan upah
" - minimum sektoral kabupaten (UMSK);
¢.Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kepada lembapa kerjasama tripartit
(LKS  TRIPARTIT) melalui rapat dalam  membahas  masalah-
- masalahketenagakerjaan;

- f. Pelaksanaan pembinaan hubungan industrial, persyaratan kerja, kesejahteraan
pekerja, pengupahan, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan dan penvelesaian
-perselisihan hubungan industrial;

- &-Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang
F)embmaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan kepada kepala

. Dinas;

h.Penyiapan RENSTRA, RENJA dan LAKIP bidang pembinaan hubungan industrial
dan pengawasan ketenagakerjaan;

i ]l:enyumm_ rencana kegiatan bidang pembinaan hubungan industriai dan pengawasan

ctenagakerjaan;

J. Pelaksanaan pembinasn dan pengawasan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan
dan kesehatan kerja;

k.Pemberi masukan dan informasi tentang pembinaan hubungan industrial dan
pengawasan ketenagakerjaan kepada kepaladinas;

1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh k i i bi
osana ch kepala dinas sesuai bidang tugas dan

Pasal 27

Bidaﬁg Pembinaan Hubungan Industrial dan Pen awasan Ketenagakerjaan terdiri dari-
& Scksi persyaratan kerja; © o ot
b. Seksg pengupah?n Jaminan sosial tenaga ketja;
c. Seksi penyelesaian perselisihan hubungan industriai,

Pasai 28

(1) Seksi Persyaratan Kerja mempunyai tu .
. gas melaksanakan tugas B
Industrial dan Jaminan Sosial enaga Kerja, _ idang Hubungan



(2) Untuk Melaksanakan tugas sebagaimapa dimaksud pada ayat (1) Seksi Persyaratan
Kerja mempunyai tugas :

{ i seksi kerja;
a. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan tahqnan seksi persyaratan | ‘
b. Melaksanakan pembinaan hubungan industrial, pembuata.n perjanjian kerja, peraturan
" perusahaan, peija.njian kerja bersama dan tata cara perizinan perusahaan penyedia
jasa pekerja / buruh; . _ o _
c.‘}\dclalfsanakan pendafiaran perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, ?engesahan
peraturan perusahaan, pendaftaran dan pencatatan perusahaan penyedia jasa tenaga

- kerja / buruh; ingka \ Keseial peker:

. Melaksanakan binaan peningkatan aspek kesejahteraan - . '
S.'Mzngmnpulkanpzer;cngelola dan menyajikan bahan / data Serikat Pekerja / serikat
buruh (SP/ SB); | . o -

f. Melaksanakan pemberian pencatatan Jembaga kerjasama b1part;tc dan serikat
pekerja / serikat burh; ' ) . -
g.Melaksanakan verifikasi terhadap keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh di dalam
rusahaan maupun diluar perusahaan; . . .
h.’gﬁcelaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pembinaan hubungan
industrial; . .
i, Melaksanakan inventarisasi wajib lapor ketenaga_;keqaan di perusahaan;
j. Memproses pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, '
* k.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Pasal 29

() S_éksi pengupahan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai tugas mqlaksanakan
sebagian tugas Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Pengupahan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas :

© 2. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan tahunan seksi pengupahan dan jaminan
sosial;
b. Melaksanakan penibinaan dan sosialisasi jaminan sosial ketenaga kerjsan dan
Jjaminan sosial kesehatan;
¢. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan dan
. penyempurnaan standart penetapan kebutuhan hidup layak (KHL), usul Upah
Minimum Kabupaten (UMK), Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Formal dan Informal Memonitoring pelaksanaan
survey kebutuhan hidup layak (KHL) di Pasar Tradisional di KabupatenLangkat;
d. Melaksanakan siding dewan pengupahan kabupaten langkat dalam pembahasan
- penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), penetapan usulan Upah Minimum
* Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupatcn (UMSK);
e. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, evaluasi dan pengendalian  penerapan
'~ pelaksanaan upah minimum kabupaten (UMK}, upah minimum sektoral Kabupaten
(UMSK) dan pembinaan jaminan sosjal ketenagakerjaan formal dan informal sesuai
- ketentuan yang ditetapkan;

' £ Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan upah
minimum Kabupaten (UMK), upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) dan
pembinaan jaminan sosial ketenagakerjaan formal dan informal; ,

8. Melaksanakan pembinaan dan sosialisas; jaminan sosial ketenagakerjaan dan
- jaminan sosial kesehatan;

h.  Mengesahkan surat pergunduran diri kerja dart perusahaan pencairan

- BPIS Ketenagakexjai:l;g Pee ek dona

I Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang,



Pasal 30

- (1) Seksi Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan
~ sebagian tugas Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas :

a. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan tahunan seksi penyelesaian perselisihan
- hubungan industrial;
b. Mengumpuikan, mengeloia dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan dan
" penyempurnaan pelaksanaan pembinaan lembaga kerjasama bipartit (LK.S Bipartit);
¢ Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan dan
penyempurnaan pelaksanaan lembaga kerjasama tripartit (Iks tripartit);

d. Melaksanakan sosialisasi, evaluasi dan pengendalian penerapan standart
pelaksanaan pembinaan lembaga kerjasama bipartit, serikat pekerja / serikat buruh
dan lembaga kerjasama yang ditetapkan;

¢. Melaksanakan pembinaan kepada lembaga ketjasama bipartite dan serikat pekerja /

. serikat buruh tentang tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara
bipartit;

f. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada lembaga kerjasa ma tripartite
melalui rapat dalam membahas masalah — masalah ketenagakerjaan;

g Melaksanakan pembinaan norma ketenagakerjaan yang meliputi norma wajib lapor
ketenagakerjaan, norma waktu kerja dan waktu istirahat, norma pengupahan, norma
hubungan kerja;

h. Mel_aksz.makan pembinaan dan pengawasan terhadap temaga kerjek husus yang
meliputi tenaga kerja perempuan, 'pemberdayaan tenaga kerja perempuan,

' ketenagakt?ljaan, penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan

_ tenaga kerja penyandang cacat serta norma jaminan kecelakaan kerja;

i iddeiaksanakan penyelesaian perselisisihan hubungan industrial

J.. Melaksanakan mbinaan ,

ketenagake:jaan;pe dan pengawasan terhadap pelanggaran norma

- k. Memfasilitasi penyelesaian unjuk rasa dan mogok keri i i dalam
L elaksanakan koordinasi dengan wai penga nagakerj ' .

- pegawai negeri sipil {PPNS) kgten:;agkaeljaan; was kete. ezjaar:l dan penyidik

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

__ Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Dinas

(1) UPTD adalah pelaksana teknik Dinas Ketenagakerjaan y.

(2) UPTD dipimpin oleh seoran berada dibawah
UPT ‘ g Kepala UPTD yang i bertanggu
| jawab kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan . o ®

(3) Jf;enlllfatgran tentzglrgg U?T pinas Ketenagakerjaan, mengenai nomenklatur jumlah dan
. % ousunan Urganisasi, Tugas Dan Fungsi dj ih lanj , eraturan
Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang —u%:sc;an;? bl lanjut dongan P



BABY
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
JABATAN

Pasal 32
| (1 chala Dinas Ketenagakerjaan merupakan jabatan eselon I b atan jabatan pimpinan
" tinggi pratama; - N -
| 2) ngrgetapris Ketenagakerjaan, merupakan jabatan esclon Il1a, atau jabatan administrator;

(3) Kepala Bidang pada Ketenagakerjaan merupakan jabatan eselon Il b atau jabatan
administrator;

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Un_it Pelaksana Tek:.nis pada Dinas
~ Ketenagakerjaan merupakan jabatan eselon TV a atau jabatan pengawas,
Pasal 33
Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pada Dinas Ketenagakerjaan
terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fangsional

Pasal 34

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan
sesuai dengan prosedur ketentnan yang berlaku;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan scbagian tugas kantor
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

(3) I[(elompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan
ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas:;

(5) Jumiah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Perundang-Undangan yang berlaku;
(7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan,
BAB VI
TATA KERJA

Pasal 35

(1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas Ketenagaker;
lembaga teknis lainnya. : enagakerjaan maupun dengan



{2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Setiap pimpinan satuau organisasi dalam lingkungan kerjanya berkewajiban
" memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

Pasal 36

(1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPIMD
Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (LPPD) dan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap pimpinan-unit!saman Organisasi dalam lingkungan Dinas Ketenagakerjaan
- berkewajiban:

2. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas
- Ketenagakerjaan, mempersiapkan bahan penyusunan akuntabilitas kinerja instansi
Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan
‘bahan Laporan Keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan
fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan
bertanggungjawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara
~ tertolis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
¢. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan
pencapaian tujuan organisasi.

{3) Laporan -seb.agaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan dievaluasi sebagai bahan
laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Semua kewenangan yang berkaitan den
_pemberhentian Pegawai dilakukan oleh
dengan Peraturan Perundang-Undangan

gan [':cnga.ngkala.n, pencmpatan, pemindahan dan
Bupati selaku Pejabat pembina Kepegawsian sesuai

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

| Pasal 38
(1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan Bupati Langkat Nomor 48

Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Di enaga j
| 2008 gsi Dinas T K dan
Transmigrasi Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; e



(2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

(3) Ketentuan mengenai tugas-tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan
Dinas Ketenagakerjaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas;

(4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal |6 Desember 2016
BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU
Diundangkan di Stabat
pada tanggal |6 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengar
CHEDAT &



’

BTRUKTUR ORGANISBASI
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KABUPATEN LANGKAT NOMOR  : GO Talwn 20ik
[ ﬁ TANGGAL : ¢ 20lb
| KEPALA DINAS o Degermter :
if i
{ i SEKRETARIAT |
i
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PRODUKTIVITAS PERLEASAN KESEMPATAN KERJA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
i
] |
SEKSI
KELEMBAGAAN PELATIHAN SERSI SEKSI
PENEMPATAN TENAGA KERJA PERSYARATAN KERJA
SEKSI
PENYELENGGARAAN PELATIHAN SEKS] SEKSI
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PENGUPAHAN JAMINAN SOSIAL
LUAR NEGER] TENAGA KERJA
SEKSI
PENINGKATAN DAN ANALISIS SEKSE SEKSI
. PRODUKTIVITAS PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
KESEMPATAN KERJA HUBUNGAN INDUSTRIAL
TI LANGKAT
UPTD BUPA'
ttd

NGOGESA SITEPU



